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PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2024/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

majelis  hakim,  telah  menjatuhkan  putusan  secara  elektronik dalam  perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Swasta/  TKW,  tempat  kediaman  di  .....,  Kabupaten

Tulungagung, sekarang di No. 34, Longmen St, Tauyuan

Dist,  Touyuan  City,  Taiwan  (R.O.C),  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Sigit  Iksan  Wibowo,  S.H.I.,

M.H.,  Ayon Kaharudin, S.H.I.  Nurcahyo, S.H., dan Liulin

Nuha  SH.,  para  Advokat/Penasehat  hukum   yang

beralamat  di  Sri  Rezeki,  RT/RW  001/002,  Dusun

Sembung,  Desa  Gandu,  Kecamatan Mlarak,  Kabupaten

Ponorogo  dengan  domisili  elektronik

sigit.pengacara@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus Tanggal 03 September 2024, dan telah terdaftar

pada  Kepaniteraan  Nomor  1833/kuasa/10/2024,

1834/kuasa/10/2024  Tanggal  02  Oktober  2024,  sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman  di  ....,  Kabupaten

Tulungagung Hp.081335655344, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatan  02  Oktober  2024  telah

mengajukan cerai  gugat secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan

Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi dengan

nomor  register  Nomor  1875/Pdt.G/2024/PA.TA,  02  Oktober  2024

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Ahad

tanggal 01 Februari 2015 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan .....,  Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa

Timur  pernikahan  tersebut  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  tersebut

sebagaimana tercantum dalam Buku nikah Nomor: .....;  

2. Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian antara Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;  

3. Bahwa  dalam  perkawinannya  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan hubungan suami-istri  (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai  2

(dua) orang anak yang bernama ..... (9 tahun) dan ..... (7 tahun);  

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

berlangsung  harmonis,  namun  sejak  tahun  2020,  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  mulai  goyah,  antara  Penggugat  dan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya

antara lain: 

- Masalah Ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir kepada

Penggugat,  Tergugat  kurang  memiliki  rasa tanggung  jawab sebagai

kepala rumah tangga untuk menafkahi isterinya yakni Penggugat, serta

sejak  sebelum  menikah  Tergugat  memiliki  banyak  hutang  yang

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;  

- Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal

urusan rumah tangga serta sikap Tergugat yang kurang menghargai

Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sering mengancam membunuh

Penggugat  dan  membanting-banting  barang  jika  keinginannya  tidak
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dipenuhi, serta Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) kepada Penggugat;  

5. Bahwa puncaknya pada tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat

mengalami perselisihan  secara  terus  menerus,  antara Penggugat   dan

Tergugat  sudah tidak ada komunikasi  serta  sudah tidak ada hubungan

baik secara lahir maupun bathin sampai dengan didaftarkannya perkara

selama kurang lebih 2 tahun;  

6. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

yang tidak kunjung usai pada tahun 2023 Penggugat pergi ke Luar Negeri

untuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;  

7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri hubungan antara

Penggugat dan Tergugat  tidak kunjung membaik dan harmonis,  hal  ini

disebabkan  Tergugat  tidak  bisa  menjaga  hubungan  baik  dengan

Penggugat,  Tergugat  tidak  bisa  mencerminkan  rasa  dan  sikap  kasih

sayangnya  terhadap  Penggugat,  Tergugat  tidak  perduli  lagi  dengan

kehidupan  Penggugat,  Tergugat  sebagai  seorang  suami  juga  tidak

kunjung merubah sikap dan tabiatnya;  

8. Bahwa  atas  sikap  atau  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak

rela  dan  tidak  sanggup  lagi  meneruskan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan

Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;  

10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi

kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk

menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah

satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang

artinya  Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.  (As Suyuthy, Al

Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu

Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya:  Tidak boleh membuat

kerusakan pada diri  sendiri dan pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu

Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah
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satu-satunya  pilihan  untuk  menghindarkan  diri  dari  kesulitan-kesulitan

yang lebih besar;  

11. Bahwa  Gugatan  Cerai  Penggugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian,  sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Junto PP No.  9  Tahun

1975 pasal  19 huruf  (f)  Junto Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pasal  116

huruf (f),  Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga  ;  

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  agar  memberikan  keputusan  yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) atas

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;  

 SUBSIDER:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  pemeriksa  perkara  ini  berpendapat  dan

berkeyakinan lain mohon putusan yang adil ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sigit Iksan

Wibowo, S.H.I., M.H., Ayon Kaharudin, S.H.I. Nurcahyo, S.H., dan Liulin Nuha

SH, para Advokat berkantor di Sri Rezeki, RT/RW 001/002, Dusun Sembung,

Desa  Gandu,  Kecamatan  Mlarak,  Kabupaten  Ponorogo  dengan  domisili

elektronik  sigit.pengacara@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

tanggal  03 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan

syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat

dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah  menyerahkan

asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 September 2024, kemudian surat kuasa

tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload  oleh Kuasa Penggugat
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pada  aplikasi  e-Court, dan  telah  diverifikasi  oleh  Ketua  Majelis,  kemudian

setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil

surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa  Penggugat telah  menyerahkan pula asli

surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk

beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan

dokumen  yang  diupload  oleh  Penggugat  pada  aplikasi  e-Court,  dan  telah

diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat  dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Ahmad

Budiyono. tanggal 06 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

      Bahwa  pada  sidang  selanjutnya  yaitu  acara  laporan  mediasi  dan

pembacaan gugatan serta jawaban  Tergugat, ternyata Tergugat tidak hadir lagi

tanpa alasan yang sah, sedangkan kepadanya telah diberitahukan dengan sah

dan  patut  dan  Tergugat  tidak  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya,

sehingga pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK.  .....

yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung tanggal 08-

08-2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan  aslinya,  yang  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah

dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Majelis ; 
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... tanggal 01 Februari 2015

yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  .....  Kabupaten

Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis  Hakim dicocokkan dengan aslinya,  yang ternyata sesuai  dengan

aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, ......, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal

di  .....  Kabupaten Tulungagaung,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa adalah adik kandung Penggugat;

 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri  sah, sudah dikaruniai  2 (dua) orang anak, bernama .....,  umur 9

tahun dan ....., umur 7 tahun;

 Bahwa  setahu  Saksi  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat

kurang  mencukupi  nafkah  lahir  kepada  Penggugat,  Tergugat  kurang

memiliki  rasa  tanggung  jawab  sebagai  kepala  rumah  tangga  untuk

menafkahi Penggugat, serta sejak sebelum menikah Tergugat memiliki

banyak hutang yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

dan bahkan Tergugat sering mengancam Penggugat dan membanting-

banting barang jika keinginannya tidak dipenuhi, serta Tergugat pernah

melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  kepada

Penggugat;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut,  kemudian  mereka  berpisah

tempat tinggal selama 2 tahun;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah

memberi  nafkah  kepada  Penggugat  dan  tidak  pernah  saling

mengunjungi;

 Bahwa  Saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;
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 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi  2,  .....,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  di .....  Kabupaten  Tulungagaung,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa adalah tetangga Penggugat;

 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri sah, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

 Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai

perselisihan  dan  pertengkaran,  disebabkan  masalah  Tergugat  kurang

mencukupi  nafkah  Penggugat,  dan  masalah  hutang  dimana   sejak

sebelum menikah  Tergugat  memiliki  banyak  hutang  yang  dibebankan

kepada Penggugat untuk membayarnya; 

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut,  kemudian  mereka  berpisah

tempat tinggal selama 2 tahun;

 Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah

memberi  nafkah  kepada  Penggugat  dan  tidak  pernah  saling

mengunjungi;

 Bahwa  Saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  tetap  pada

gugatannya  serta  mohon  putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara perdata Agama di daftar melalui aplikasi E-

Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini

diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7

Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada

Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H., Ayon Kaharudin, S.H.I. Nurcahyo, S.H., dan

Liulin Nuha SH, para Advokat berkantor di Sri Rezeki, RT/RW 001/002, Dusun

Sembung,  Desa  Gandu,  Kecamatan  Mlarak,  Kabupaten  Ponorogo  dengan

domisili  elektronik  sigit.pengacara@gmail.com,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus tanggal 03 September 2024;

Menimbang,  bahwa  di  muka  sidang  Kuasa  Pemohon  telah

menyerahkan  asli  Surat  Kuasa  Khusus tertanggal 03  September  2024,  asli

surat  permohonan  Pemohon  tertanggal  02  Oktober  2024  dan  asli  surat

persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 03

September 2024  yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada

aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  telah  diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  130  HIR  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

sering  terjadi  pertengkaran  disebabkan  aasalah  Ekonomi,  Tergugat  kurang

mencukupi  nafkah  lahir  kepada  Penggugat,  Tergugat  kurang  memiliki  rasa

tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi isterinya yakni

Penggugat,  serta  sejak  sebelum menikah  Tergugat  memiliki  banyak  hutang

yang dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, antara Penggugat

dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta

sikap Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat

sering mengancam membunuh Penggugat dan membanting-banting barang jika

keinginannya  tidak  dipenuhi,  serta  Tergugat  pernah  melakukan  Kekerasan

Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  kepada  Penggugat,  akibatnya  terjadi  pisah

tempat  tinggal  selama  2  tahun,  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  setelah  mediasi  selesai,  Tergugat  tidak  pernah

datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai

wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

hadirnya  tidak  terbukti  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah  menurut

hukum,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  secara  kontradiktor  di  luar

hadirnya  Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil,  oleh karena itu bukti  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan

Tergugat  telah  melangsungkan  perka  sebagaimana  dipertimbangkan

sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang,  bahwa Penggugat  juga telah mengajukan 2 orang saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama  lain  dan  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

serta  keterangan  saksi  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum  sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ....., umur 9 tahun dan ....., umur 7

tahun ;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan  masalah  ekonomi  yang  kurang  dan  masalah  hutang,  dimana

sejak sebelum menikah Tergugat memiliki banyak hutang yang dibebankan

kepada Penggugat untuk membayarnya; 
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 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat

tinggal selama 2 tahun dan telah piutsu komunikasi antara keduanya ;

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

selama 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

sudah  tidak  saling  mempedulikan, bahkan  Penggugat  telah  menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  seperti  tersebut  di  atas  tentunya

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dan  terwujudnya

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang  salah,  maka

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan  Penggugat  untuk

bercerai  dengan  Tergugat  telah  memiliki  cukup  alasan,  maka  gugatan

Penggugat  patut  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Tulungagung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  Dra.  Hj.  Munadhiroh,  S.H.,  M.H.  dan  Drs.  H.

Muqoddar,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  Putusan  tersebut

diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  melalui  sistem  Informasi

Pengadilan  pada hari  Rabu tanggal  04  Desember  2024 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal  2  Jumadil  Akhir  1446  Hijriah  oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi,

S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat

secara elektronik dan di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.
Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00

PNBP Rp 40.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.260.000,00

(satu juta dua ratus enam puluh ribu

rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1875/Pdt.G/2024/PA.TA

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

PANITERA,

Drs. Ishadi, M.H.

Panggilan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


